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ABSTRAK 
 

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN  
DI KOTA PALEMBANG 

 
Oleh: 

Namira Tasya Maghfirah 
 

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan 
meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini 
memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan 
meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat 
sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pengaturan 
pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? dan 2) Apakah yang menjadi faktor 
penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? Jenis penelitian 
yang digunakan adalah berupa penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, 
dengan menggunakan data primer dan data sekunder.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pemungutan pajak di Kota 
Palembang masih perlu ditingkatkan lagi karena banyak wajib pajak yang belum 
sadar akan kewajiban membayar pajak tersebut maka dari itu petugas pajak di Kota 
Palembang harus tegas dalam memberi aturan-aturan kepada wajib pajak restoran. 
2) Faktor Penghambat pajak restoran itu sendiripun karena omzet owner restoran 
tidak mencukupi untuk membayar pajak, masih banyak biaya yang dikeluarkan 
wajib pajak untuk kebutuhan lainnya, seperti membayar karyawan dan sewa tempat 
usaha. adapun kendala lainnya yaitu covid yang hampir 2 tahun melanda di Kota 
Palembang ini menjadi salah satu dampak penghambatan pajak di Kota Palembang. 
BPPD harus tegas dalam pemungutan pajak di Kota Palembang agar pengaturan 
pajak di Kota Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada di Kota 
Palembang, dan 3) Sanksi-sanksi pajak di Kota Palembang berupa teguran, 
memberi surat peringatan, dan pencabutan izin usaha apabila banyak wajib pajak 
yang belum sadar akan kewajiban yang harus dibayarkan, sanksi tersebut di akan 
ditindak lanjuti kepada wajib pajak yang tidak menaati Peraturan pajak yang ada di 
Kota Palembang. 

 
Kata Kunci: Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan belanja Negara. Hampir setiap negara yang ada di dunia 

memungut pajak kepada warganya. Besar kecilnya pungutan pajak bergantung 

pada kebijakan masing-masing negara dalam mengelola keuangan ekonomi 

masyarakat dan Negara.1 

Pajak adalah  “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang 

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah”.2 

Pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses 

pembangunan Negara. Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah 

dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi 

mengatur (regulair). Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak. 

Sedangkan fungsi regulair merupakan alat kebijakan pemerintah untuk 

mencapai tujuan tertentu fungsi regulair juga disebut fungsi tambahan, karena 

fungsi regulair ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi 

budgetair. 

 
1) Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2010, hal. 2. 
2) Wahyu dan Wirawan Ilyas, Ilmu Pengantar Perpajakan, Salemba Empat, Tangerang, 

2003, hal. 5. 
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Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”.3 

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring 

dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. 

Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena 

dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan 

meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar.  

Palembang merupakan salah satu Kota yang saat ini sangat maju dan 

berkembang, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan serta 

infrastruktur di Kota Palembang sudah sangat maju, dan tentunya pula hal ini 

membuat para investor-investor dan pengusaha berlomba-lomba 

mengembangkan usahanya di Kota Palembang ini, khususnya usaha restoran. 

Selain itu jumlah restoran di Sumatera Selatan khususnya Kota 

Palembang terus bertambah karena Kota ini mulai menjadi tempat 

penyelenggaraan kegiatan olahraga serta berbagai kegiatan lainnya yang 

berskala Nasional hingga internasional, mengingat hal tersebut, hal inilah yang 

menyebabkan pembangunan restoran di Kota Palembang ini semakin pesat dan 

berkembang. 

Pajak Restoran ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Palembang No. 2 Tahun 2018 kemudian mengalami perubahan yang 

 
3) Mardiasmo, Edisi Revisi, Catatan Keempat, PT. Andi, Yogyakarta, 2003, hal.4. 
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diatur di dalam Peraturan Daerah  Nomor  3 Tahun 2021 bahwa apapun dengan 

nama restoran dilakukan pemungutan pajak atas semua pelayanan yang 

disediakan restoran.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat dan sederhana tentang Pengaturan Pemungutan Pajak Restoran di 

Kota Palembang. 

B. Permasalahan   

1. Bagaimana pengaturan pemungutan pajak restoran di Kota Palembang? 
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran 

di Kota Palembang? 
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Pengaturan Pemungutan Pajak 

Restoran Di Kota Palembang, dengan mengambil lokasi penelitian Di Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang dan tidak menutup 

kemungkinan membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaturan Pemungutan pajak restoran di Kota Palembang 
2. Faktor  penghambat dalam  pemungutan pajak restoran di Kota 

Palembang. 
Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran  

khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Pidana serta Hukum Tata Negara 

yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. 

D. Kerangka Konseptual 
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Dalam buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep 
khusus yang akan diteliti. konsep merupakan salah satu unsur km dari 
teori namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari 
konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. untuk 
ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan 
definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan 
makna variabel sehingga data yang diambil akan berfokus sebagai 
contoh judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-
undang  Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, 
maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa 
yang dimaksud dengan: penggelapan, calon haji, ibadah haji.4 

 
Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dalam permasalahan antara lain: 

1. Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang 
berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka 
peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut 
sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai 
wewenang membuat peraturan.5 

2. Pajak adalah  “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra 
prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.6 

3. Pemungutan pajak adalah perwujudan pengabdian dan peran serta wajib 
pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban 
perpajakan.7 

 
4) Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang, Palembang, 2015, hal.5. 
5) Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan, Karnisius, Yogyakarta, 2007, 

hal.13. 
6) Wahyu dan Wirawan Ilyas, Ilmu Pengantar Perpajakan, Salemba Empat, Tangerang, 

2003, hal.5. 
7) Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Yogyakarta, 2013, hal.12. 
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4. Menurut Marsum Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang 
diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan 
baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun 
minuman.8 

5. Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan yang 
disediakan di restoran. (PASAL 8 Butir Pertama Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2018 Kota Palembang) 

 
E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Selaras dengan pembahasan permasalahan  maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan kepastian hukum kedudukan pajak restoran dalam 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengalami 

perubahan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dan Faktor 

penghambat pemungutan pajak restoran di Kota Palembang, sehingga tidak 

menguji hipotesa. 

2. Jenis Data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) 

 
8) Marsum, W. Restoran Dan Segala Permasalahannya, Edisi 4, Yogyakarta, 2005, 

hal.19. 
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bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, 

karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum 

tersier (kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa 

Belanda, kamus hukum, ensiklopedia data statistik) yang relevan 

dengan permasalahan penelitian ini.  

b. Penelitian Lapangan (field research). 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain: 

Pejabat-pejabat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang serta perwakilan pihak 

restoran. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I    PENDAHULUAN   

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini disajikan tentang: Tinjauan Umum Tentang Pajak, 

Tinjauan Umum Pemungutan Pajak, dan Tinjauan Umum Pajak 

Restoran.  

BAB III   PEMBAHASAN  
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Pada bab ini membahas mengenai kepastian hukum kedudukan 

Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah Kota Palembang  dan faktor 

penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Palembang. 

BAB IV   PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran 

dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul 

yang diangkat. 
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